. Wibadswq

PERMASALAHAN

# ondisi pasca Pemnilu Le

gislatif 9 April 2009 te

& .lah diwarnai dengan tim-
bulnya berbagai gejolak beda pen-
dapat yang kemudian mengkristal
menjadi permasalahan politik na-
stonal. Secara garis besar perma-
salahan politik nasional tersebut
dapat diklasifikasikan menjadi dua
kelompok yang disusun berdasar-
kan latar belakang peristiwa yang

mendahului dan menjadi penyebabnya,
yaltu @

Permasalahan Politik Nasional yang di-
tinggalkan sebagai endapan/residu Pe-
milu Legislatif 9 April 2009 ;

Permasalahan Politik Nasional yang
permanen, yang timbul pasca Aman-

demen -1V UUD 1945 dan hingga

kini belum kunjung terselesaikan ;
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_-'_"'_-_-'RESEDU E’EMELU .
- LEGISLATEF 9 APREL 2@09

5 'Suks_esnya“sebuah ?F*milu, tergantung

~pad :"'bagazmana peranan 3 (tiga) pi-

: E'lar pcﬁ}?angganya yang: terdiri ‘atas

1S Peimhhan Umun . (KP’{J)

"f-i)érta -P_ohi:.l.k (I’ﬁPOD dan Rakyat

| daiarri men}alankan tugas, fungsi dan
peranannya masing-masing schagai-
mana diatur dalam undang-undang.

Képéﬂg_ KPU sebagai lembaga penye-
lenggara Pemilu yang sifatnya inde-
penden dan _kepada Parpol sebagai
infgast_gktﬁ;:_'poiitik dan subyek pe-
nge_i_ol:é:. kehidupan politik nasional,
kita hanya bisa berharap agar kedua
institusi. tersebut dapat semakin de-
wasa dan semakin marang dalam me-
ngembangkan demokratisasi di negara
ini. Namun, kepada rakyart selaku
individu yang berdaulat dan memi-
liki hak politik sebagal pemilih maka
kita masih dimungkinkan untuk ber-
tukar pikir, memberi advokasi dan
membantu mencerdaskan sikap dan
perilaku politik mereka agar rakyat
semakin dewasa dalam menggunakan
kedaulatan dan hak-hak konstitusio-
nalnya.

Mencermari persiapan dan pelaksa-
naan Pemilu Legislatif 2009, dewasa
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~ ini dapat di identifikasi beberapa

permasalahan pada keuga pxla.r Pemdu g

tersebut.

E ot
' gaikan -oleh ketiga pilar pcny:anggé_
_seb’agéi residu Pemilu 9 April 2009 .

tersebut sctelah berakumulasi dan

mengknstal dapat secara potensial =

menjadi permasalahan besar yang |

dapat mempengaruhi kehidupan pos
litik nasional masa depan.

Permasalahn-permasalahan yang ter-
jadi pasca Pemilu Legislatif 2009
dimaksud anrtara lain dapat dijum-

pai pada :
Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Di bidang SDM, penampilan (per-
formance) para anggota KPU/KPUD
dalam berbagai kesemparan tampak
kurang meyakinkan, baik dalam
kompetensi, kapasitas maupun kua-
litas kemampuannya sebagai penye-
lenggara dan penanggung jawab na-
sional suksesnya Pemilu. Flal ini dapat
karena sistem rekruitmen
Anggota KPU dilakukan melahui sis-

tem pencalonan oleh lembaga swa-

terjadi

daya masyarakat/ LSM yang di nilai
independen, namun kurang memper-
timbangkan realica lingkup jangkauan
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yang Euas dan beban tugas yang be—
rat dan’ bakai dicmbannya S

Di bIdang Regul:m, beberapa pro-
- duk VU Politik s scpem UU Parpol,
UU Pemilu dan UU Susduk DPR
f't@imasuk uu- tentzang KPU yang
'chgunakan sebagai acuan kerja ternya-
ta telah mengindang banyak tang-
gapan, kecurigaan dan perdebatan,
karena didalamnya masih terdapat
banyak celah kelemahan yang dinilai
merugikan pihak-pihak tertentu.

Di bidang Tertib Administrasi yang
diselenggarakan KPU, seperti sistem
pengadaan prasarana sampai dengan
distribusi logistik Pemilu, dan sistem
Pendafraran Penduduk (Calon Pemi-
lih), sampai dengan Susunan Daftar
Pemilih Sementara (DPS) dan Daf
tar Pemilih Tetap (DPT), ternyata
dilakukan hanya dengan serta merta
mengadopsi data kependudukan dari
BPS dan atau dari Pemerintah Dae-
rah, tanpa dikonfirmasikan kepada
calon ‘pemilih yang bersangkuran
untuk divalidasi. Disamping itu,
dalam Penghitungan Suara berdasar
suara terbanyak pasca Pemilu 9 April
2009, telah memunculkan banyak
kecurigaan, protes dan kecaman dari
masyarakat luas yang hingga kini
masih belum kunjung terselesaikan.
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Partai Pgimk(parpgn

Banyaknya Partai Politik yang secara
nasional kini . ber}umlah 38 Parpol
ditambah dengan 6 Partai Politik Loﬂ'
kal (dan 154 Calon" Parpol’ yang
mendaftar) menun)u.kkan tumbuh
mokrasdl Indones:a yang sema}q_n
dinamis. Walaupun demikian jumlah
Parpol yang sangat banyak dan ‘ma-
sing-masing mengusung sejumlah
Caleg, ternyata telah membuar bi-
ngung masyarakat, terutama masya-
rakat bawah, bukan hanya karena
program-program Parpol yang tidak
jelas, tetapi juga membingungkan
dalam mencari Tanda Gambar dan
Daftar Nama Caleg pada Kertas Suara
Pemilu.  Banyaknya jumlah Parpol
tersebur ternyata juga tidak efekiif
dan tidak efisien. Hal itu tunjukkan
dari besaran subsidi atau bantuan
keuangan yang diberikan oleh Peme-
rintah kepada setiap Parpol peserta
Pemilu, dibandingkan dengan kenya-
taan di lapangan sewaktu kegiatan
Kampanye Terbuka digelar, yairu
hanya partai-partai besar dan yang
sudah mapan saja yang dapat melak-
sanakan, sedangkan partai politik yang
lain ternyata tidak mampu menggelar
penampilannya dalam Kampanye Ter-
buka karena berbagai alasan.
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£ ':'Sejalan dsngan itu, baﬂyak ehte dari -
o :bcrbagal partai: pohuk yang- ‘belum -
o me "'un]ukkan kedewasaannya dalam
o '-bcrpolmk. Bcrbaga1 bentuk perdebat— |

S _:_-_-_an, saling menghu;at dan saling me-

e _‘_nyalahkm_

. rberbaoai medxa, terutama

_:".'medla 1ayar kaca dan media cetak
 Celakanya forum yang. muianya di

desain sebaﬂal sarana pendidikan po-
* litik bagi rakyat, namun karena ke-
mudian: berubah ‘menjadi . forum
pelampiasan dendam dan debat adu
kepentingan masing-masing partai
politik, -alhirnya justru menjadi
kontraprodukiif ‘dan membuat ma-
syarakat: menjadi semakin bingung
d_alai_h menentukan pilihan pelitiknya.
Akhirnya ‘karena tidak: ada-partai
politik yang di nilai pantas untuk
diteladani, maka rakyat lebih memi-
lih ‘untuk bersikap diam, yang ke-
mudian bereskalasi menjadi apatis dan
akhirnya banyak rakyat yang tidak
ikut menjatuhkan pilihannya dalam
Pemilu Legislacif 2009 atau menjadi
Golput. Jumlah Golput yang besar
jelas menunjukkan bahwa kehidup-
an demokrasi di negara ini tdak
sehat, bahkan bisa menjadi ancaman
terhadap kelangsungan demokrasi itu
sendiri.

Banyaknya Caleg yang muncul ber-

teiah mewarnal pemuncui— _

hamburan dan’ gambar—gambarnya__ _'
terpampang disepanjang jalan dengan - .
_tullsan mohon doa restu_dan du—f.i : :'
j.___kungan masyarakat luas, _dapat di-
tengarai: sebagax ‘hiruk-piluk dma—
';_mxkanya kehidupan demokras&
: _-'\Xfaiaupuan demikmn, perlu dxwaspa—- o
dai krireria dan persyaratan rekruit- 5 '
‘men Caleg yang memang sudah sejak - &
semula diragukan, terutama dalam hal .

faktor usia, latar belakang pendidik-

an dan kualitas kemampuan yang.
tidak fink dengan tugas-tugas legis-

lasi, pengawasan dan penyusunan
anggaran megara, serta pengalaman
yang diperlukan dalam kedudukan-
nya sebagai “wakil rakyat”. Di sam-
ping itu, “masih banyak dijumpai
prakeek money politics, sembako poli-
tics dan voucher politics disertal janji-
janji kampanye yang menarik. Kon-
dist yang demikian justru dapat men-
jadi “buah simalakama” bagi terben-
tuknya DPR yang bersih dan berwi-

bawa seperti yang diharapkan.

Sikap dan Perilaku
Politik Rakyat

Sebagai warga negara pemegang ke-
daulatan yang memiliki hak politik
sebagai pemilih dalam Pemilu, maka
ditangan rakyatlah sesungguhnya




n

¥ kearah mana haluan pohtlk negam ini
_'al{an dlbawa dan diarahkan. Namun,
f-setelah mengamau peialﬁanaan bebe-
. ..rapa Pemilu dan Pilkada di beberapa
- daerah riapat dltegaskan bahwa sikap
| dan perﬂaku politilc rakyat ‘masih

S _b_elu_n} _n;qun;wkkan kedewasaan—

Dc‘t%f'a_sa.ini tampaknya rakyat sudah
jenuh / térha_dap. penampilan partai
politik, ‘termasuk orang/calon yang
diusungnya karena janji-janji yang
disampaikan sewaktu kampanye, ter-
nyata tidak pernah dipenuhi. Berke-
naan dengan itu dikalangan masya-
rakat relah terjadi social distrust, yang
berimbas rakyat lebih memilih sikap
diam, berlanjut menjadi apatis dan
akhirnya secara diam-diam pula tidak
menggunakan hak politiknya dalam
Pemilu atau menjadi Golput. Sikap
dan perilaku yang demikian perlu
memperoleh perhatian dan perlu di-
upayakan langkah-langkah nyara ke
arah yang lebih positif, karena apa-
bila dibiarkan dapat merupakan an-
caman tersendiri bagi kelangsungan
kehidupan demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, di pihak lain, karena
ulah para elite politik yang semakin
arogan, selalu berlindung dibalik de-

mokrast dan tdak pernah menepat
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janji kampanyenya, ternyata telah
menimbulkan fenomena baru menge-
nai ‘banyaknya rakyat yang berﬁb'é:ih
51kap -dan- pemlakunya mendadak.
menjadi emosional, bermgas dan

mudab: dibakar kemarahannya df_jnggn

- imbalan tertentu untuk melakukan

kekerasan ‘dan pengrusakan, yang
akhirnya bermuara pada terjad_i_iiﬁé
gejolak sosial dan kerusuhan massal.

Kondisi politik nasional yang diting-
galkan sebagai residu Pemilu 9 April
2009 seperti diuraikan diatas, perlu
éi—r'aspadai dan diantisipasi secara
Ci?fh,

dap‘—;f. merupa_x;e.n ancaman serius ter-

karena kondisi semacam ‘itu

hadap eksistensi NKRI serta kelang-
sungan kehidupan berbangsa dan ber-
negara. Apabila salah dalam mena-
ngani, maka bukan hal yang tidak
mungkin kerusuhan sosial yang te-
rus bereskalasi tersebut akan sulit
untuk dikendalikan dan situasi “kha-

os” tdak mungkin dapat dihindar-
kan,

Berbagai permasalahan yang terjadi
dan episentrumnya bersumber di
KPU dan Parpol serta berubahnya
sikap dan perilaku politik Rakyat
vang ditinggalkan sebagai residu Pe-
milu 9 April 2009 rersebut, apabila

berakumulasi dan mengkristal, akan
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e _sangat potensml men}adl a.ucaman_..

N .'%agl tidak tercapamya ;umla.h sua-

o 122 atau’ keterwaklian yang d1perlukan
o _dalam DPR / DPRD / DPD.

. Séhubungaﬂ -.dengan i-kémungkman

- -'izdlée.ﬂukan untuk: mencapau satu Jeursi -

~odi DPR berdasar aturan “suarater-

s

"bany s mak_a:da}am _masyarakat
tlmbul_kckh_a_watixan mengenai bakal
tidak dapat terbentuknya DPR hingga
ténggél 1'.Okrober 2009. Dampak
lanjutan dari tidak dapat terbentuk-
nya DPR adalah tidak akan ada
MPR, karena MPR terdiri dari DPD
dan DPR. Dengan tidak adanya
MPR  maka ‘permasalaban politik
nasional yang kemudian timbul ada-
lah tidak dapat dilantiknya Presiden
Terpilih hingga tanggal 20 Oktober
2009

Kekhawatiran masyarakat tersebut
dapat dijelaskan secara normatif ber-
dasar matematika politik sebagai

berikut :

Berdasarkan Data Pemilu 2009, pen-
duduk Indonesia berjurnlah 230 jura,
sedangkan yang mempunyai hak se-
bagai Pemilih kurang lebih 160 jura.
Jumlah Kursi DPR telah ditetapkan
sebanyak 560, dan jumlah kursi DPD

_fcapamya Jumlah suara yang .

"sebanyak 150 }umlah Parpol yzmg-__ o
_mempe:ebutkam suara pada Pemilu -~
12009 tercatat 38 Parpol Nasmnal_._'f:
¥ ditambah 6 i’arpol Lokal, disamping - -
. ;f_yang juga i ikut memperebutkan sua-
ra: pada. Pemilu Legislarif 2009 ada-
1ah 11,300 Caleg DPR, 1.500 Caleg
:'DPD dan ratusan ribu bahkan jugas
“an: Caleg DPRD.. Harga 1 (satu)
Kursi DPR sesuai dengan Daerah

Pemilihan (Dapil) ditentukan secara
relatif 450 000 contreng sah.

Reahta yang terjach berdasarkan la-
poran berbagai lembaga survet yang
distarkan melalui media masa menge-
nai Perkiraan Hasil Pemilu menun-
jukkan jumlah Gelput 30% - 35%,
jumlah Suara Tidak Sah 10% - 20%-
dan Kesalahan Administrasi Un-
dangan (DPT) mencapai 10% -
20%, sehingga Pemilih pada Pemi-
lu Legistatif 2009 diperkirakan ha-
nya mencapai 50% atau 80 juta
orang.

Dengan demikian, peta Pemilu Le-
gislatif 2009 dapat digambarkan se-
bagai berikut : Jumlah suara peserta
Pemilu menyusut 50%, jumiah Par-
pol dan Caleg yang memperebutkan
suara meningkat / berkembang dari
24 Parpol pada Pemilu 2004 menja-
di 44 pada Pemilu 2009, sedangkan




-':harga 1s (satu) Kur51 DPR adalah
-_ﬁ.etap, yaltu 450 009 contreng sah :

o :._Setelah dihltung secara cermat ber— .

. | 'dasarkan kf:tentuan suara terbanyak”
e -"-maka Situasi jumlah pcmihh yancr:
j__"-__.__menyusut, ;umlah Parpol cian Caieg
O "Ya.ﬂg memperebutkan suara pemlhh_:
-..:'-befkembang, sedangkan bﬁangan

pembagl untuk 1 (satu) Kursi DPR
adalah tstap, : ma_ka. timbulah kelcha-
watiran dikalangan - masyarakat ‘me-
ngenai kemungkinan tidak tercapai-
nya jumlah pencapaian.kursi DPR
dan dampak lanjutannya seperti yang
diperkirakan diatas. -

Schubungan dengan iru, maka lang-
kah-langkah antisipatif yang perlu
dipersiapkan. adalah menjaga agar
kelkchawatiran-kekhawatiran masyara-
kar tersebut tidak sampai-meledak
menjadi konflik yang bereskalasi pada
hilangnya kepercayaan masyarakat
terhadap Pemerintah dan berbuntut
pada terjadinya kerusuhan sosial dan
kekerasan masal yang dapat menye-

bar ke seluruh daerah.

Langkah-langkah untuk mengatasi
kemungkinan terjadinya kerusuhan
sosial dimaksud dapar dilakukan de-
ngan menggunakan beberapa celah
hultum yang dapar dimanfaatkan se-
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.bagéi | sclﬁs;i" 'pérhe.cah.éh perséﬂéﬁ o
sebagai. a}abat dltmggalkannya esi-
':duﬂreszdu Perm}u Leouslattf 2009. dan'.

untuk’ mengatas; kckhawaumn ma—

'_ syarakaL mengenai kf:mungkman -
dak. terbentuknya DPR yang: ber—'
buntui: pada tidak. dapal: dliantﬁmya 5

) ?resﬁen Terpﬁzh Ceiah~ceiah hukum :
-dimaksud adalah penyelenggaraan

Pemila Ulang ; “diadakan Kompro-
mi atau: Kesepakatan Politik ;- dan
memberlakukan konsepsi “Triumph
Verate” (kekuasaan Kepresidenan di-
laksanakan oleh tiga menteri, -yaitu
Menteri Dalam Negeri, Menteri Per-
tahanan dan Menteri Luar Negeri).

Walaupun demikian, untuk serta mer-
ta menyelenggarakan Pemilu Ulang
karena kegagalan Pemilu sebelumnya,
adalah ridak mungkin karena UU
Pemilu tidak mengatur hal iru, di
samping perlunya dipertimbangkan
bahwa dalam situasi menghadapi krisis
ckonomi global Pemerintah masih
harus dibebani untuk penyediaan
anggaran belanja negara yang besar
untuk mendukung Pemilu Ulang ;
sedangkan untuk mengadakan kom-
promi atau kesepakatan politik sudah
tentu berisiko tinggi karena hasilnya
menjadi tidak konstirusional dan
hanya menguntungkan kepentingan
kelompok. Disamping itu, unwk
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_ _iﬁengimglementamkan konsep Tri-

' umph Vbrate adalah naif, karena Pre-

_suien dan Wakil Pre&den tidak da-

; -'lam keadaan berhalangan tetap- dan

. .secara. yumdzs setelah tanggal 20 Ok~

~tober 2009 dengan berakhirnya masa

_Jabatan Preﬂden 2{)04 2009 maka

_berakhir pula masa kerja Kabinet

(Triumph Verate) yang dipimpinnya.

SOLUSE PEMECAHAN
PERSOAIAN S

Terjadmya bcrbagai permasalahan
politik nasional pasca Pemilu 9 April
2009 sebagai diuraikan tersebur di
atas, .utamanya permasalahan yang
timbul: 'sebagai akibat endapan dari
berbagai peristiwa (residu) Pemilu
Legislatif 2009, telah menggugah dan
mendorong kita untuk ikut serta
menemukan solusi pemecahan perso-
alannya.” Dalam rangka itu, kita
mengharapkan agar permasalahan
politik nasional seperti diuraikan
dapat diatast dan diselesaikan dengan
cara yang terbaik (the best), yaitu
melalui penyelesaian yang dapat di-
terima oleh semua pihak tanpa me-
nimbulkan permasalahan baru ; na-
mun sejalan dengan it kita juga
tidak boleh meninggalkan kewaspa-
daan dan mampu menghadapi serta

81

mempersiapkan langkah-langkah yang
diperlukan sekiranya terjadi keada-~ .

an yang paling jelek (the worst)

apabila: keadaan sudah tidak dapat o

dikendalikan.

Benkut ini d;sa}lkan bcberapa soiu31 o
terhaciap permasalahan politik nasw-f'_"' -
nal yang ditinggalkan sebagai endap--
an/ residu ‘Pemilu Legislatif 9 April

2009 &
Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Untuk memantapkan posisi KPU se-
bagai lembaga penyelenggara Pemilu
yang independen dan mendapatkan
anggota-anggota KPU yang bersih dan
berwibawa serta memiliki kapasitas
dan kualitas kemampuan seperti yang
diharapkan, maka ke depan Sistem
Rekruitmen Anggota KPU harus di-
rubah dan disempurnakan. Sejalan
dengan itu perlu dilakukan reorgani-

sasi dan revitalisasi lembaga KPU.
Partai Politik (Parpol)

Unruk mewujudkan kehidupan po-
litik nasional yang demokratis dan
damai dalam sistem pemerintahan
presidensial yang diwarnai dengan
terciptanya sinergitas legislatif dan
cksekurif dalam penyelenggaraan ne-




B gara, maka ke depan perlu di-ambil

-_Iangkah—langkah kebijakan ‘nasional

_untuk meﬂyederhaﬂakan ;umiah
- partm pelztik peserta Pemﬂu

o 'Un'tu'k 'm'emperoleh Anggota DPR
| __3DPD dan  DPRD yang memiliki
B '.kompetenm kuahtas dan kmezja se-

perti. yang diharapkan dan. mampu
melaksanakan tugas élegisla;_gi,; penga-
wasan dan penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja negara, maka
ke depan Sistems Rekruitmen Caleg
harus dirubah dan disempurnakan,

Rakyat

Untuk lebih mecerdaskan dan men-
dewasakan sikap dan perilaku poli-
tik rakyat sebagai pemegang kedau-
latan yang mampu menggunakan hak-
hak konstitusionalnya sebagai semi-
lih dengan baik, maka ke depan per-
lu dilakukan langkah-langkah kebi-
jakan untuk menyelenggarakan Pen-
didikan Politik (Politics Education)
dan Pendidikan Pemilih (Voters Fdu-
cation) bagi rakyar di semua straca
dan di seluruh daerah secara berkesi-
nambungan.

Adapun solusi untuk mengatasi ke-
mungkinan terjadinya kondisi terbu-
ruk (the worst) yang menjurus kearah
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khaos, yang ditengarai oleh kems&ﬁéﬁ"
sosial yang sulit dikendalikan ‘dan

mﬁﬂj&&l anc:aman s&:nus Eﬁil’h&d&?

kelanGSLngan kehldupan nasional;
maka ‘perlu dipersiapkan iangkah#._'
langkah: anﬂmpaﬂ‘f secara dini yang:
sek;ranya pantas dilaksanakan Waiau-ﬂa
pun terasa: pahit dan berat aciafah ..

Presgden Repubhi{ Endonesna yaﬁg

dipilih secara langsung rakyar dan

didukung oleh segenap kekuatan'
TNI dan Polri yang solid, sebelum

mengakhiri masa bakrinya 20 Ok-
tober 2009 harus berani secara regas

mengambil langkah-langkah :

Mengeluarkan Perpu tentang Pe-

nyelenggaraan Pemilu Ulang (ka-

rena DPR sedang menjalani masa
reses) dengan segala konsekuensi-
nya, utamanya ketersediaan ang-

garan negara yang jumlahnya men-

capai puluhan triliun rupiah.

Apabila hal tessebur tidak dapar
dilaksanakan, maka alternatif lain
yang dapat dilakukan adalah :

Mengeluarkan Deksit Presiden ren-
tang Pernyaraan Negara Dalam Ke-
adaan Darurat, sehingga langkah-
langkah unrul menciptakan kem-
bali stabilitas keama-nan dapar di-
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R '-'55;}5iaksanakan, selanjutnya mcmpe,r-
| -'_'551apkan penyelenggaraan Pemilu
' -"yang akan dilaksanakan dalam
- _Waktu sesegera mungkm

o __'_'Sebawzu langkah akhz.r apabxia ternyata

. ‘semua celah-celah hukum sudah tidak

o ._.dapat d1manfaatkan dan langkah—

| Ian_g_ka.h. Presiden sebagai tersebut
diatas pnfuk mengatasinya juga tidak
dapat dilaksanakan, maka masih di-

mungkinkan : ..

Presiden Republik Indonesia harus
berani secara tegas dan terbuka me-
nyatakan bahwa Pemerintahan Sipil
sudah -sulit untuk mengatasi dan
mengendalikan keadaan, dan selanjut-
nya -memberikan kewenangan ke-
pada TNI dan Polri (Militer) untuk
mengambil langkah-langkah pemulih-
an.keamanan dan ketertiban, dan
menarta kembali sistem penyelengga-
raan pemerintahan negara, serta me-
nyelenggarakan Pemilu dalam wakru
selambat-lambatnya dua rahun sete-
lah pemberian wewenang diberikan.

Apabila langkah untuk memberikan
kewenangan kepada TNI dan Polri
(Militer) dimaksud juga masih sulit

untuk dilaksanakan, maka :

Dalam situasi yang sangat terpaksa

dan schagai bentuk tanggung jaywab- -
nya dalam menjamin kelangsungan

‘persatuan dan kesatuan bangsa serta

keutuhan NKRI berdasarkan Panca- o
sila dan UUD 1945, maka institusi
_dan segcnap kekuatan TNI dan Po-
i yang solid. dimungkinkan. untuk:_:._
mengambil alih kekuasaan pemerin-.

tahan negara guna menjamin kelang-
sungan kehidupan bermasyarakar,
berbangsa dan bernegara.

Kita semua berharap agar dalam
menghadapi berbagai permasalahan
yang menimbulkan kekhawatiran se-
perti diatas, masyarakat utamanya
para elit bangsa ini sudah semakin
dewasa dalam berdemokrasi, sehing-
ga mampu menyelesaikannya dengan
damai melalui pendekatan kesepakatan
atau kompromi politik.

Berbagai fenomena kerusuhan sosial
dapat dicegah secara dini melalui
pendekatan yang dilandasi oleh sikap
dan budaya bangsa “musyawarah
untuk mencapai mufakat” dan meng-

hindarkan cara-cara kekerasan.

Kita semua juga tidak mengharap
sampai dikeluarkannya Dekrit Presi-
den, lebih-lebih terhadap diambilnya
“rindakan dalam situasi yang sangat
terpaksa” seperti tersebut di artas.




i _.fKi':'a' yakin akan cata dan jalan kelu-

o terba.tk untuk mengatas; persoai—

__'_-:Uraian; diatas dlmencuatkan hanya

i :i_i_f_masyarakat luas sebagai kesmpan 31kap _

-'Waspada apabda menghadapx situasi
yang paling burak (the worst). =

MASALAH POLITIK
NASIONAL YANG -
PERMANEN N f

Pada uraian berikut ini, yang dimak-
sud.dengan permanen adalah perma-
salahan politik nasional yang sesung-
guhnya telah ada jauh 'sebelum di-
laksanakannya Pemilu Legistatif 9
April 2009. Permasalahan politik
nasional sesungguhnya telah muncul
pasca Perubahan I-IV UUD 1945 dan
hingga kini serta-mungkin ke depan
masih tetap menjadi permasalahan
politik nasional yang belum 'dapat
diselesaikan.

Diantara permasalahan politik yang
timbul pasca Perubahan -1V UUD
1945, terdapat 10 (sepuluh) perma-
salahan politik nasional yang perlu
memperoleh perhatian dan prioritas
penyelesaian guna menjamin kelang-

- -_UUD 1945
" semata-miata sebawaz Wammg kepada .

'_-_Pembukaan UUD 1945 mengandung -

-_jthNAL'c_f;s;_c_':';._;:vg;_;":v;mi_-JUN;}zeea N029 |

_sungan kchldupan berbamgsa dan ber»
'_negafa, sepem el kg

Pemn dan Muatan Pemhui{aan.

gmmz’ norm dan’ staats ﬁmdammml_
#0771 yang nﬁax~mlamya harus tezcer--
min dalam Batang Tubuh. Nilai-nilai
grund norm dan staats'ﬁmdarnéx_'it_z_ﬂ
norm tersebut sering dikatakan se-

baga1 “roh” Pembukaan UuUD 1945

“Roh” Pembukaan UUD 1945 di—
maksud tersurat pada muaran rumus-
an Pembukaan UUD 1945 : persa-
#ma, bahwa kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa ...; kedua, cita-cita
pergerakan kemerdekaan ....; ketiga,
proklamasi kemerdekaan .... maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan
ini kemerdekaannya; keempar rumus-
an tugas pemerintah negara yang juga
merupakan tujuan nasional; dan ke-
ltima, rumusan lima sila (Pancasila)

sebagai dasar negara.

Nilai-nilai inilah yang scharusnya
menjadi grand design dalam penyu-
sunan pasal-pasal dalam Batang Tubuh
UUD 1945.
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":"""f'kampaﬁyc_?readen) Hal tersebut X

::'dapat ‘menimbulkan masalah terha-
© dap kesmambungan pembangunan
- nasional dan pengelolaan kehidupan
'berbangsa dan. bcrncgara Ketika Pre-
siden bergann serta visi dan misinya
' 'berbeda akan berbeda Pula, 44
penjabarannya dalam program-pro-
gram dan prioritasnya.

Ad'_éalny'a perbedaan dalam penentuan
program dan prioritas sebenarnya
wajartetapl yang lebih perlu adalah
menjaga. tetap adanya kesamaan
arah pokok yang bersifat dasar dan
strategik, yang merupakan upaya
pencapaian tujuan nasional.

Secara teoritis dan normatif, pro-
blema tersebut penting diperhatikan
dan terutama akan timbul jikalau
dihadapi situasi seperti diatur dalam

Pasal 8 (3) pada Perubahan IV.
Pelaksanaan kedaulatan

Ketentuan bahwa kedaulatan berada
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f Kes _""ambungan ?enyelenggaraan ne— ..: '_ch tangan xakyat dan dxiaksanakanf_; .
i ©menurut UUD,: tidak memﬂﬂn pe—':'-:"'?_-' '

o _:'ngertlan yang }c§as Pcrtanyaan yang o

_pokok siapa yang harus melaksana{_"f{' :

- kan? Dalam alur. pohtxk prakns, has

'. _nya: menuntun lahzmya kesan bahwa

zhal i cilamhkan untuk’ menggese: s

' ":-kekuasaan negara | ke DPR. Peniadaan

jPen}eiasaﬂ UUD 1945 terkesan dan - &t

dinilai leblh umuk mexatakan jalan
kearahltu : | N

sttem Bﬁcamezai (iengan tamyxizm_ -
Tnkameml 2

Sistern bikameral yang melahirkan
DPD disamping DPR ternyata tidak
mengh:idirkan gambaran yang utub
tentang -sistem tersebut. MPR yang
terdiri dag Anggota DPR dan Ang-
gota DPD sulit berfungsi sebagai
wadah bagi sistem bikameral, karena
fungsinya hanya terpaku pada mene-
tapkan/mengubah UUD serta melan-
tik dan memberhentikan Presiden. Di
MPR bahkan tidak mungkin ada
interaksi fungst DPD dan DPR se-
bagaimana dapat ditemui dalam la-
zimnya sistem bikameral.

Dalam kondisi seperti itu, yang tam-
pil adalah sistem yang bukan bika-
meral, atau bahkan tanpa makna.
Konsep semacam itu menghadirkan




kesan pemborosan sumber daya dan _

_ energl nasmnal yang seharusnya dl—-

_ hmdan

B Tldak senmbangnya kekuasaan Pfe?
: Slden dan__ DPR -

' "Telah ter)ach hubungan antéf 1érr:1.]?:>'a;-'

ga yang tidak imbang dalam | penye-

lenggaraan kekuasaan negara. ‘DPR
dapat menjatuhkan Presiden (lihat
Pasal 7 A dan 7 B Perubahan IIT)
namun Presiden tidak ‘dapat”mem-
bekukan arau membubarkan DPR
(Ps. 7 C Perubahan III).

Keseimbangan tersebut sangat pen-
ting terutama rn'éngingat kedudukan
Presiden yang sebenarnya tidak/bu-
kan sekedar Kepala Pemerintah (Chief
Executive) tetapi juga scbagai Kepa-
la Negara.

Tidak efektifnya penyelenggaraan
fungsi Kepresidenan

Presiden tersandera secara politis

Dalam soal RUU, Presiden ber-
kewajiban mengesahkan RUU (Pa-
sal 20 (4) Perubahan I). Kalau
tidak disahkan Presiden, RUU
tetap menjadi UU dalam 30 hari
rerhitung RUU tersebur diserujui
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DPR (Pasal 20(4)Perubahan 1.
_"Walau tidak setuju terhadap RUU,
~ tetapi setelah berlaku sebagai Uy,

' JPmSJden Wa):b melaksanakannya

— sesuaz sumpah yang diucapkan
L _"'i'.'(Pasal 9) S o e :

i 'Biia tzdak meiaksanakan dengan

sungg guh- sungguh ‘DPR dapat
mengadukan ke Mahkamah Kons-
'titﬁéi: ‘dengan alasan bahwa pelang-
garan sumpah adalah “perbuatan
tercela™ dan karenanya “tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden”

(Pasal 7 A Perubahan III). Terbuk-
tinya tuduhan tersebut di Mah-
kamah Konstitusi, berujung pgd_a
tindakan “impeachment” di MPR

(Pasal 7 B (6), (7) Perubahan III).
 Pembatasan yang kurang peslu

Terhambatnya fungsi dalam mem-
buat perjanjian internasional oleh
ketentuan Pasal 11 (2), sementara
dalam dunia yang kian terbuka,
justru diperlukan keleluasaan yang
semakin cukup dalam menjalankan
pemerintahan.

Kabinetr Presidensial

Agar dapat memenuhi janji yang
diberikannya kepada rakyat, Pre-




| JumALGsICL

:_'jjff:.Daiam istemn ::Presmicnsul
b __.menenmkan orgamsasdkabmctnya
i1 keamfan untuk menenmanya

o Dengan adan}fé keten’tuan _Pasal 17
2 (4) Perubahan IIi;"bahwa penga-
quran s_dai -pembentukan, pengu-
““bahan; dan pembubaran Kemen-
terian’ Negara dengan ‘UU, pada
dasarnya keleluasaan tersebut tidak

- lagi ‘dimiliki Presiden. =+
Penipisan Kewenangan Presiden

: E:'iPe_a_aﬁi?isaml kewenangan Presiden
:yang' berlebihan

Konsep pikir yang melahirkan ke-
tentuan bahwa penerimaan Dubes

negara lain harus dilakukan dengan
“memperhatikan  pertimbangan
~ DPR” schenarnya terlalu jauh.
Dari segi prakeek hubungan Luar
Negeri dan dari segi keprakrisan,
“hal iru hanya memperlambat pro-
~ ses akreditasi. Sebaliknya kalau
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"'.'__':_den harus. dzben kebcbasan untuk '_”:-:'.'.-';Presaden

' -'Karenanya perlu ada kcxkh}asan dan .'

| __: :;':;'-';akhimya ketemuan baru tarsebuzf'.-”_';_ ;:-':- :
‘2 hanya’ dilakukan se‘bagai formali-~

::':tas, mlamya sangat kecﬂ blla d1~

e Terdistorsmya Hak:-'3;__-PreI‘Ogatif':':-i-i_f:;-_-': |

=._.';Per deﬁmsz, Hak Prerogatlf meng~ N
“vacu hak yang sebenarnya dimiliki/ -

berasal ‘dari lembaga negara-yang -

lain, tetapi diserahkan pengguna-

annya kepada Presiden/Kepala Ne~

- gara sebagal penghormatan, dan

- penggunaannya tidak perlu diper-
~ tanggung ‘jawabkan (kepada lem-

: baga'yang."asiinya memilikinya).

“Perumusan ketentuan Pasal 14 (1)
‘dan (2) Perubahan 1, sebenarnya
“menjadi tidak tepat lagi, walau
dapat-dipahami dari segi latar
belakang/nuansa batin yang melan-
dasi reformasi.

Kewenangan DPR dalam fungsi

pengawasan

Kecenderungan meluasnya interpre-
tasi kewenangan DPR dalam melak-
sanakan fungsi pengawasan, telah
menimbuikan ‘dampak yang kurang
menguntungkan.




) memanggii
rerlalu sermg,--

- Menteri malah tidak produktif. Se- -
: --bahknya, terlalu iuasn}f

E __ _Semanoat _R’{s}_)at_ Kerja (1stliahnya_

anan Menten yang

._;menjadxkan kmerja

' .'fungm tersebut hmgga mén}angkau g

'"!!BUMN ;elas menyaiahl prlnS!p—._.'ﬂ-_f--

prinsip korporas; yang chatur dalam
UU BUMN, UU Perseroan Terba-
as, dan ‘membuat kondisi usaha yang
tidak kondusif.-Hal yang-sama ada-
lah- prakeek pemanggilan Dubes ne-

gara lain-dalam semacam RDPU.

Fungsi pengawasan yang secara kon-
septual di desain untuk ditajukan
terhadap Presiden, akhirnya ‘menjadi
pengawasan terhadap Negara dan se-
luruh aparaturnya. “Pemanggilan”
pimpinan lembaga lain seperti -MA,
Kerna MK, KY, walau dengan istilah
“Rapat Koordinasi”, dapat semakin
memperkeruh teori dan prakeek pe-

nyelenggaraan negara yang baik.

Semangat pelembagaan yang berle-

bihan

Kehadiran Mahkamah Konstitu-
st (Pasal 24C: Perubahan III)

Soal menguji UU
Prakiek di negara lain, yang di-

sy laksanakan melalui kasus, berlang-
1“3

'1nterprct3.51 e
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':; _' ;suncr d1 Pengadﬂan melalui mrer—
pretam UUD: Keputusan'lya se-
. osuatt diboichkan atau . dliarang ;

: ;::clan bukan dengan kcputusan yang
isinya membataikan UU. Secara -
~filosofis, UL adalah produk poli-
-_"=!:1k oieh rakyat yang berdaulat

Impeachment _a_daiah pros_e_;s._jhu~
kum di lembaga politik, dan ka-
renanya harus berani melaksana-
-kannya sebagai-satu paket, satu
proses di satu lembaga yang. me-
mang berv&enang menilai dan bah-
kan memberhentikan Presiden.

Sebaliknya “menilai” benar atau -
daknya tuduhan bahwa Presiden te-
lah melanggar sesuaru larangan arau
sumpah, menjadi ganjil. Suatu
Mahkamah Konstitusi yang dika-
takan berfungsi “menilai” dan bu-
kan “mengadili”, Dengan setting
vang ada, Mahkamah Konstitusi
menjadi rawan issue politk.

Dalam kaitannya dengan kekuasaan
kehakiman yang ber-esensikan pe-
nyelenggaraan badan-badan pera-
dilan, Mahkamah Konsticusi tidak
memiliki hubungan strukour dan
fungsi apapun dengan badan-ba-
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* dan peradilan. Keberadaan Mah-
: '_-'_':jkamah Konstitusx sesungguhnya
"'.-:-Eberdm dengan fung31 sendln “dan
5 dengan s:fat putusan }rang pertaw'

) o 55 ma: dan ﬁnal pada dasarnya mev._ .

mtah diri sendiri.

i 24]3 Perubahan HI)

Kebutuhan unruk menciprakan
“sistem rekrutmen ‘Hakim Agung
“yang sebenamya bukan fungsi “dari
~“hari ke hari” di saw sisi, dengaﬁ

' peinbentﬁkan sebuah Komisi yang

‘permanen dan sedang membaku-

kan fungsi, termasuk pengawasan,

sekarang sudah menimbulkan di-

lema.

' Disamping itu, kebutuhan fungsi
pengawasan perilaku hakim secara
‘cksternal yang diwujudkan mela-
lui pembentukan Komisi Yudisial,
juga menimbulkan dilema dengan
prinsip bahwa semestinya Mah-
kamah Agung-lah sebagai badan
peradilan yang tertinggi yang me-
miliki fungsi dan tanggung jawab
pengawasan tadi.

Hubungan Pusat dan Daerah

Periu konsepsi yang lebih jelas tentang

i

: Pembaclan Wilayah negara dan ka.kt-- S

annya dengan konsep51 otonomi da- -

~erah. - Ketidak jelasan seperti selama_- o
ini telah memmbuikan kesan keliru
seakan’ akan | otonomi 1dent1k dengan
= “kedaulatan” ‘daerah - dan’ hubunoan_.'
RE : S | '.yang tidak- ha,rmoms antara Daeral

o -:'-";'Kehadiran Komisi Yud&sxal (Pasal ”Propmsz dengan Daerah Kabupaten"
~dan antara Pemenntah Daerah dengan

Pemerintah Pusar. ‘Tanpa penataan
konsepsi dan penjabaran pengaturan
yang tepat, pelaksanaan otonomi
daerazh yang penting diharapkan da-
pat memperkuat NKRI serta persa-
tuan dan kesatuan bangsa, akan meng-
hadirkan hasil yang sebaliknya.

Timbulnya beberapa permasalahan
politik nasional yang permanen, me-
nengarai goyangan jarum bergeser-
nya pendulum politik ke arah yang
lebih berat pada legislatif, sehingga
berakibat terjadinya insinergitas atau
ketidakseimbangan kekuasaan legis-
latif dan eksekurif, yang pengaruh-
nya sangat besar terhadap pelaksana-
an dan keberhasilan pembangunan
nasional.

Akibat yang ditimbulkan oleh terja-
dinya insinergitas legislatif dan ekse-
kutif tersebut membuahkan penye-
lenggaraan pemerintahan negara yang

menganut sistemn presidensial dengan




: _-tampllan parlementer, Berkenaan':
' _-dengan i, masyarakat ;uga mehhat '

| o Jukkan beberapa anggota DPR se—:

'_terbanguniah KKN antar Komisi dan

antar. Fraksx, yang akhlrnya menye-
ret - beberapa anggora DPR untuk
berhadapan dengan KPK dan pengaw
dilan Tip;kor e

Di era globahsam yang penuh dengan
ketidak pastian, tantangan dan resi-
ko seperti yang kita hadapi sekarang
ini, justru diperlukan keleluasaan yang
semakin cukup bagi Presiden untuk
memimpin penyelenggaraan pemerin-
rahan negara. Oleh karena itu, ke
depan perlu di bangun kembali si-
nergitas legislatif dan eksekudif ting-
kat Pusat dan Daerah. Terwujudnya
sinergitas legislatif dan eksekutif ter-
sebut menjadi sangac penting, meng-
ingat kedudukan Presiden bukan se-

kedar sebagai Kepala Pemerintah,

tetapl juga sebagai Kepala Negara.
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Solusi, terhadap permasala_han pelmk

nasional’ yang. bersifar permanen, ter-

. -_masuk insinergitas legislatif, dan ck~
"sekutif tmgkat Pusat dan. Daerah
o '_'bagal pencurahan perasaan ‘balas den-:
~:dam ; Lebih dari’ iy, sebacai akibar

i'.:;dari efona kekuasaan yang dlperoleh-.___

-.':pasca Perubahan I -1V . UUD. 1945

uuD 1945 adalah lanckah langkah :

untuk menata. kembah penyeieng«_

_ garaan pemerlntahan negara mela-

lui amandemen UUD. 1945. (P:f_:r.uf
bahan V UUD 1945).

Sesuai dengan kepentingan nasional,
ada 3 (tiga) materi yang perlu men-
jadi pricritas utama untuk segera
dirubah dan atau dilakukan amande-
men (tepatnya dilakukan perubahan),
yaita permasalahan politik nasional
yang berkenaan dengan :

¢ Pelaksanaan kedaulatan, serta ke-

dudukan dan kewenangan MPR.

* Fungsi dan kewenangan Lembaga
Kepresidenan serta Sinergitas /
Keseimbangan dalam hubungan

dengan DPR.

* Hubungan Pemerintah Pusat dan

Daerah.ld






